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Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat
dan karunia-Nya, Proyek Perubahan dengan judul
Pengelolaan Asphalt Mixing Plant (AMP) dengan
Skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
dapat diselesaikan. Proyek Perubahan ini
merupakan tugas pada Pelatihan Kepemimpinan
Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2022.
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kasih kepada:
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dalam mewujudkan proyek perubahan ini.
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memberikan dukungan fasilitas, sarana dan prasarana serta semua
kebutuhan selama mengikut PKN ini.
Bapak Drs. Endang M. Kendana, M.Si, selaku Coach atas segala dukungan ,
bimbingan, dan motivasinya sehingga proyek perubahan ini dapat
diselesaikan.
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Widyaiswara BPSDM Kementerian Dalam Negeri, widyaiswara LAN dan
semua narasumber yang senantiasa memberikan pengetahuan bermanfaat.
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Penulis menyadari bahwa Proyek Perubahan ini belum sempurna. Oleh karena
itu, dengan segala kerendahan hati, penulis bersedia menerima koreksi, kritik
dan saran. Penulis sangat berharap proyek perubahan ini dapat terus
dilaksanakan sampai mendapatkan output jangka menengah dan jangka
panjang sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.
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PROYEK PERUBAHAN
 

EXECUTIVE SUMMARY
 

PENGELOLAAN ASPHALT MIXING PLANT (AMP)
DENGAN SKEMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

Kebutuhan transportasi akan terus meningkat seiring dengan berkembangnya daerah

perkotaan. Begitu pula suatu ruas jalan dimana volume kendaraan akan terus naik, yang

mengakibatkan tidak seimbangnya kapasitas jalan dengan jumlah beban kendaraan yang

melintas. Hal ini mengakibatkan permasalahan dalam trasportasi jika tidak dilakukan

alternatif solusi baik pemeliharaan terhadap jalan yang ada atau pembangunan jalan baru

yang disebut dengan kondisi do-nothing. Sebaliknya jika adanya tindakan seperti

peningkatan ruas jalan, Pembangunan Fly over atau Underpass, pelebaran persimpangan

dan pemeliharaan maka akan bisa dicapai suatu perbaikan ruas jalan yang lebih baik,

sehingga tundaan dapat dihindarkan.
 

Provinsi Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang memiliki potensi ekonomi yang

sangat besar sehingga harus didukung dengan aksesibilitas jaringan jalan yang baik,

mudah serta aman untuk kepentingan perkembangan wilayah. Kondisi jalan kota

Palembang saat ini 82 % mantap (kondisi baik dan sedang) serta 18% tidak mantap

(rusak ringan dan berat). Peningkatan dan pembangunan jalan tentu membutuhkan

anggaran yang besar sedangkan pembangunan yang harus dilakukan pemerintah

bukan hanya untuk jalan tetapi diberbagai sektor. Disisi lain, terdapat aset milik Dinas

PUPR yang tidak dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan anggaran operasi

dan pemeliharaannya, yang apabila difungsikan secara optimal akan memberikan

solusi peningkatan dan pemeliharaan jalan di kota Palembang. Mencermati

permasalahan dan kebutuhan tersebut diatas, maka Project Leader mengambil

keputusan manajemen strategis mengoptimalkan pemanfaatan aset yang mendukung

pelaksanaan pekerjaan peningkatan pelayanan jalan kota sehingga beberapa

pekerjaan dapat dilakukan secara mandiri.
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Salah satu aset yang dimiliki untuk mendukung pekerjaan tersebut adalah peralatan
produksi campuran aspal panas atau lebih dikenal dengan nama Asphalt Mixing Plant (AMP).

 
Asphalt Mixing Plant adalah seperangkat peralatan yang mempunyai fungsi untuk
memproduksi bahan pelapisan permukaan jalan lentur yaitu campuran beraspal panas.
Kapasitas AMP yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Palembang dapat memproduksi aspal sebesar 300 - 500 ton per hari tetapi saat ini hanya
berproduksi sebanyak 30 - 50 ton per bulan.

Hal ini sangat disayangkan karena ada aset yang tidak beroperasi optimum sementara
kebutuhannya sangat mendesak, tetapi untuk mengoptimalkan AMP tentu akan
membutuhkan dana operasional yang besar pula. Agar aset tersebut dapat berfungsi
optimal, maka Project Leader membuat  proyek perubahan. dengan judul :

PENGELOLAAN ASPHALT MIXING PLANT (AMP) DENGAN SKEMA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH (BLUD).
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Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin
Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Muara Enim;
Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin.

BAB I
RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN

A. Latar Belakang
1.Kondisi Umum
Batas administrasi wilayah Kota Palembang sebagai berikut:

Luas wilayah Kota Palembang sebesar 369,22 Km2 (sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan dari Permendagri Nomor 137 Tahun 2017
tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota
dan Kecamatan Seluruh Indonesia) dan secara administrasi terbagi atas 18 Kecamatan dan
107 Kelurahan.
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Sumber: Buku Perubahan RPJMD Kota Palembang Tahun 2018-2023

Gambar 1
Peta Administrasi Kota Palembang



Gambar 2

Walikota dan Wakil Walikota Palembang 

Kemacetan adalah salah satu permasalahan klise yang dihadapi oleh seluruh kota
metropolitan. Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perhubungan Kota Palembang
telah berhasil mengidentifikasi 31 titik kemacetan utama. Adapun penyebabnya
terindentifikasi dalam kelompok besar yaitu hambatan samping (parkir liar, genangan) dan
kondisi jalan yang kurang baik (kapasitas tidak ideal, kondisi jalan berlubang). 

 

3.Visi dan Misi

Sumber: Buku Perubahan RPJMD Kota Palembang Tahun 2018-2023

 

Dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palembang Tahun 2018-2023. Visi

Walikota dan wakil walikota Palembang adalah “PALEMBANG EMAS DARUSSALAM 2023”

yang dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:
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2. Masalah Pokok Daerah
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Palembang Tahun 2018- 2023 menyatakan bahwa salah satu
permasalahan terkait dengan tranportasi jalan raya adalah banyaknya jumlah ruas jalan
yang memiiliki rasio kendaraan berbanding kapasitas yang tinggi, sehingga pada ruas-
ruas tersebut sangatlah rawan kemacetan. Hal ini menjadi permasalahan yang harus
diselesaikan, karena masalah kemacetan akan memberikan dampak negatif, baik karena
terjadinya pemborosan bahan bakar, dampak terhadap lingkungan karena terjadinya
polusi udara dan polusi suara, hingga dampak negatif terhadap tingkat stress
masyarakat.



Sumber: Buku Perubahan RPJMD Kota Palembang Tahun 2018-2023

Tabel 1
Visi Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018-2023
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Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk
mewujudkan Visi. Dalam upaya untuk mencapai visi pembangunan di atas, maka ada lima
misi pembangunan Kota Palembang Periode 2018 -2023, yaitu: 

Gambar 3
Misi Walikota dan Wakil Walikota Palembang 

 

Sumber: Buku Perubahan RPJMD Kota Palembang Tahun 2018-2023

Kedudukan project leader adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kota Palembang yang tugasnya membantu Walikota menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Tugas ini dituntut

tanggung jawabnya untuk mewujudkan misi pertama yaitu mewujudkan pembangunan

infrastruktur perkotaan yang terpadu, merata, berkeadilan, berkelanjutan dan

berwawasan lingkungan yang berbasis teknologi dan informasi.

4. Issu Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang

    a. Kedudukan Project Leader
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b. Identifikasi dan Diskripsi Issu Strategis

Timbulnya program prioritas yang sebelumnya tidak ada dalam perencanaan
Kurangnya sumber daya manusia yang handal

Dana pemeliharaan jalan yang terbatas.
Sarana dan prasarana penunjang operasional belum lengkap

Adanya asset yang belum dimanfaatkan secara optimal
Kondisi jalan perkotaan banyak berlubang

Kebutuhan transportasi yang terus meningkat

Terhambatnya penyelenggaraan kegiatan prioritas.
Tingkat human error menjadi lebih tinggi

Pemeliharaan jalan tidak dapat dilaksanakan secara tuntas

Dalam rangka mengatasi masalah pokok daerah serta untuk mewujudkan kinerja misi

pembangunan Kota Palembang di bidang infrastruktur, project leader dihadapkan pada

beberapa issu atau masalah yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Kondisi saat ini:

2) Dampak

Meratanya kebutuhan infrastruktur sebagai penopang pembangunan daerah.
Terlaksananya tata kelola lingkungan perkotaan secara lestari dan berkelanjutan
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia
Terlaksananya good governance practices dan reformasi birokrasi
Meratanya sebaran hasil pembangunan
Meningkatnya investasi daerah

Dari kelima misi RPJMD Kota Palembang (Gambar. 3), Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Palembang secara khusus menunjang tercapainya misi 1, 2, dan 3
dengan sasaran sebagai berikut:
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Proses pelaksanaan kegiatan termasuk pemeliharaan jalan menjadi lebih lamban
Terjadinya kerugian atau kekurangan kapasitas dari kapasitas yang seharusnya
Tingginya tingkat kemacetan dan kriminalitas

Proses penganggaran yang fleksibel terhadap suatu kegiatan

Mempunyai sumber daya manusia yang inovatif dan kompeten
Memiliki dana pemeliharaan jalan yang sesuai kebutuhan

Memiliki sarana dan prasarana penunjang operasional yang lengkap

Aset yang dimiliki termanfaatkan secara optimal
Kondisi jalan perkotaan 100% mantap

Perpindahan barang dan orang yang aman dan nyaman.

 

3) Kondisi yang diharapkan

c. Tapis dan Analisis Isu Strategis

Dari permasalahan atau issu strategis yang ada, project leader menggunakan SWOT untuk

menganalisis. Strength yang berarti kekuatan, Weakness yang berarti kelemahan,

Opportunities yang berarti kesempatan, dan Threats yang berarti ancaman digunakan

untuk melihat beberapa faktor yang hadir di sekitar masalah tersebut lalu memetakannya

satu per satu. Dari pemetaan tersebut, project leader menemukan rencana yang tepat dan

cara penyelesaian masalah yang dihadapi. Metode ini menekankan pada pentingnya peran

faktor internal maupun faktor eksternal guna menyusun strategi perencanaan ide dan

penyelesaian masalah secara efektif. Hasil pemetaan yang didapat, terlihat pada table 2.
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Tabel 2
Hasil Analisis SWOT

5. Inovasi

Berdasarkan analisis SWOT yang telah dilakukan dan didapat strategi- strategi yang akan

dilakukan maka inovasi yang project leader tawarkan untuk menyelesaikan permasalahan

yang ada yaitu PENGELOLAAN ASPHALT MIXING PLANT (AMP) DENGAN SKEMA BADAN

LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD). Sesuai dengan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018

tentang BLUD, dinyatakan bahwa BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana

teknis dinas atau badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang

mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari

ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. 
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Keleluasaan dalam pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang
sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan
dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan
masyarakat
Praktek bisnis yang sehat
Penyelenggaran fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik
dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya
saing
Bentuk fleksibilitas yang akan dimiliki oleh AMP apabila berbentuk BLUD yaitu:

Pendatapatan pada dasarnya disetorkan ke rekening kas umum daerah tetapi
pendapatan pada BLUD akan masuk ke rekening kas BLUD, dikelola dan dapat
dimanfaatkan sepenuhnya.

Pengelolaan belanja fleksibilitasnya merupakan belanja yang disesuaikan dengan
perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan
secara difinitif. Fleksibilitas tersebut dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD
yang bersumber dari
pendapatan BLUD. Ambang batas pada RBA dan DPA merupakan besaran
persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui ambang batas pun
belanja dapat direalisasikan dengan terlebih dahulu emendapat persetujuan
kepala daerah.

Pada pasal 77 Permendagri No. 79 Tahun 2018 menyatakan bahwa pengadaan
barang dan atau jasa (PBJ) pada BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD,
diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari
ketentuan peraturan perundangan mengenai PBJ pemerintah. Ketentuan lebih
lanjut mengenai PBJ yang berasal dari pendapatan BLUD diatur dengan
Peraturan Kepala Daerah.

Keunggulan bila AMP dikelola dengan sistim BLUD:

        a. Pengelolaan Pendapatan. 

       b. Pengelolaan Belanja. 

         c. Pengadaan barang dan atau jasa BLUD. 

10



Pengelolaan utang piutang diatur dalam pasal 84 sampai dengan pasal 88
Permendagri Nao. 79 Tahun 2018. BLUD mengelola piutang sehubungan
dengan penyerahan barang/jasa atau transaksi yang berhubungan
langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD. Penagihan piutang
dilakukan ketika piutang telah jatuh tempo dan dilakukan dengan
administrasi penagihan yang baik. Piutang yang tak tertagih dapat dihapus
secara mutlak atau bersyarat. BLUD juga dapat melakukan utang atau
pinjaman jangka pendek dan jangka panjang

BLUD mengenakan tarif layanan sebagai imbalan atas penyediaan barang
dan jasa kepada masyarakat dalam bentuk besaran tarif atau pola tarif.
Pemimpin BLUD menyusun tarif layanan dengan mempertimbangkan aspek
kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas
keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat.

SDM BLUD terdiri dari pejabat pengelola dan pegawai. Pejabat pengelola
bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan
kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam memberi pelayanan.
Pegawai bertugas menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja
BLUD. Pejabat pengelola terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, dan
pejabat teknis.

BLUD dapat melakukan kerjasama dalam rangka meningkatkan kualitas
dan kuantitas pelayanan. Prinsip kerjasama BLUD adalah efesiensi,
efektivitas, ekonomis, dan saling menguntungkan baik secara finansial
maupun non finansial.

d. Pengelolaan utang piutang. 

e.Tarif BLUD. 

f. Pengelolaan sumber daya manusia (SDM). 

g .Kerjasama. 
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BLUD dapat melakukan investasi jangka pendek yaitu investasi yang dapat
segera dicairkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang. Investasi
tersebut dapat dilakukan sepanjang memberikan manfaat bagi
peningkatan pendapatan dan pelayanan masyarakat.
Bentuk investasi jangka pendek dapat berupa deposito pada bank dengan
jangka waktu 3 sampai 12 bulan dan surat berharga.

SDM BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung
jawab dan profesionalisme yang telah dilakukan. Remunerasi merupakan
imbalan kerja yang diberikan berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium,
insentif, bonus atas prestasi, pesangan, dan uang pensiun.

SiLPA merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan
pengeluaran BLUD selama 1 tahun anggaran. SiLPA dapat
digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas yang digunakan untuk
membiayai program dan kegiatan melalui mekanisme APBD. Defisit
merupakan selisih kurang antara pendapatan dan belanja BLUD.

h. Investasi. 

i. Remunerasi. 

 

j. SiLPA/defisit. 

Kondisi Umum Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Dasar Hukum Pembentukan Organisas Dinas Pekerjaan Umum dan    Penataan Ruang
Kota Palembang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang.
Dimana dalam perda tersebut dinyatakan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Palembang.

6. Diagnosa Organisasi
1.

a.
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c) Kondisi Sumber Daya Manusia

b) Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 50 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Palembang menyatakan
bahwa DPUPR merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang
pekerjaan umum dan penataan ruang. Mempunyai struktur organisasi sebagai
berikut: 

Gambar 4
Struktur Organisasi Dinas PUPR

Sumber daya aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Palembang berjumlah 161 orang pegawai negeri sipil, 172 orang non PNSD, dan 50
orang tenaga kerja sukarela. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pada
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang berdasarkan
pendidikan formal, pangkat/golongan, esselon, dan pendidikan jabatan struktural,
dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 4
Jumlah Pegawai Non PNS Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang 

menurut Tingkat Pendidikan Formal

Tabel 3
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Palembang, MenurutTingkat Pendidikan

Sumber: Bidang Kepegawaian DPUPR
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B. Penelitian Kepustakaan
Untuk menjamin keaslian / originalitas dan menghindari terjadinya duplikasi proyek
perubahan, maka telah dilakukan penelitian kepustakaan di perpustakaan dan beberapa
sumber pustaka lainnya, dan hasilnya tidak ditemukan judul dimaksud dalam perumusan
proyek perubahan dari lembaga manapun.

 

C.Alur Pemikiran

KONDISI SAAT INI

Adanya program prioritas baru
Dana pemeliharaan terbatas 
Sarana dan prasarana yang terbatas SDM 
yang masih kurang
Pemanfaatan asset yang belum optimal
Kondisi jalan perkotaan banyak berlubang
Meningkatnya kebutuhan transportasi.

ANALISIS SWOT

PROJECT LEADER STRATEGIC

PENGELOLAAN AMP DENGAN SISTEM BLUD

VISI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALEMBANG 2018 – 2023
PALEMBANG EMAS DARUSSALAM 2023

 
 

MISI
MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG 

TERPADU, MERATA BERKEADILAN, BERKELANJUTAN SERTA BERWAWASAN 
LINGKUNGAN YANG BERBASIS TEKNOLOGI DAN INFORMASI

 

TUGAS DAN FUNGSI DPUPR
MEMBANTU WALIKOTA DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PEMENUHAN 

SERTA PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN

KONDISI YANG DIHARAPKAN

 Fleksibelitas dalam proses penganggaran
Penyediaan anggaran sesuai kebutuhan
Sarana dan prasarana lengkap
SDM yang kompeten & inovatif 
Pemanfaatan asset yang optimal Kondisi 
jalan perkotaan mantap Perpindahan 
barang dan orang yang aman serta 
nyaman.

Gambar 5
Alur Pemikiran



Capaian Kinerja Jangka Pendek (2 bulan)

Bagi Pemerintah, aksi proyek perubahan ini dapat menjadi salah satu acuan bagi OPD lain

dalam membentuk BLUD. Selain itu, dengan proyek perubahan ini kegiatan pembangunan dan

pemeliharaan jalan dapat mempergunakan aspal hasil produksi sendiri.

BAB II

IMPLEMENTASI  PROYEK PERUBAHAN

 

Tujuan dan Manfaat Proyek Perubahan

A. Tujuan 

1.

   

    2. Capaian Kinerja Jangka Menengah (6 bulan sampai dengan 1 tahun)

   3. Capaian Kinerja Jangka Panjang (1 sampai 2 tahun)

 

B. Manfaat Proyek Perubahan

Proyek perubahan ini diharapkan bermanfaat untuk:
 

1.

Terundangnya Peraturan Walikota tentang Unit Kerja Pelaksana Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD) Asphalt Mixing Plant (AMP).

Capaian kinerja untuk jangka pendek adalah Pengundangan Peraturan Walikota Tentang

Pembentukan UPT BLUD.

Terbentukya BLUD yang mandiri dan profesional. 
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Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) serta melakukan strategi marketing
yang efektif.



D.

C.

2.

3.

Bagi Dunia Akademik, adanya referensi untuk pembelajaran, pengembangan kurikulum,
bahan penelitian dan sebagai referensi untuk kerja sama pengembangan lembaga ekonomi
di lingkungan pendidikan. Bagi Media, adanya materi pemberitaan serta materi/
konten/informasi positif dari media kepada masyarakat.

Pada jangka pendek, output dari proyek perubahan ini adalah Pengundangan Peraturan
Walikota Tentang Pembentukan UPT BLUD
Pada jangka menengah, output dari proyek perubahan ini adalah pelaksanaan sosialisasi
kepada stakeholder.
Output pada jangka panjang adalah BLUD yang berjalan secara mandiri dan professional.
Outcome dari proyek perubahan ini adalah terpecahnya masalah atau issu
strategis dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang terpadu,
merata berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang berbasis
teknologi dan informasi.

 

Output dan Outcome 

Ouput dari proyek perubahan ini adalah:
1.

2.

3.
4.

 

Tahapan Perubahan Rencana Proyek Perubahan

Untuk mewujudkan proyek perubahan, project leader melakukan tahapan kegiatan jangka
pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Pada jangka pendek (2 bulan), rencana
kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan sebagaimana tercantum pada tabel 5. 
Untuk rencana kegiatan pada tahapan jangka menengah (selama 6 bulan sampai dengan 1
tahun) dapat dilihat pada tabel 6. Untuk rencana kegiatan yang akan dilakukan pada tahap
jangka panjang (selama 1 sampai dengan 2 tahun), dapat dilihat pada tabel 7.

4 Bagi Masyarakat, dapat menjadi salah satu alternatif dalam mencukupi pemenuhan
kebutuhan aspal.
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Tabel 5.
 Aksi Proyek Perubahan Jangka Pendek

NO KEGIATAN
TAHAPAN 

PELAKSANAAN
RISIKO MITIGASI RISIKO

1

2

3

4

5

Pembelajaran dan
Konsultasi Tim

Rapat Tim Internal
dan Eksternal

Pengundangan 
Peraturan Walikota 
tentang Pembentukan 
UPT  BLUD 

Menghadap mentor: 
melaporkan rencana 
materi proyek perubah

Membentuk Tim Efektif:
Rapat internal untuk menyusun
tim internal dan eksternal

 

Konsultasi ke Bagian Hukum 
Sekretariat Daerah tentang
draft SK Tim Internal dan
Eksternal

Menaikkan draft SK untuk di
paraf oleh Asisten
Administrasi, Sekretaris
Daerah dan Wakil Walikota
serta ditandatangan oleh
Walikota

22 September 
2022

 
Minggu terakhir 
September s/d 
Minggu pertama 

Oktober 

Sulit untuk 
bertatap muka 

langsung

Melaksanakan rapat 
Menentukan langkah-langkah 
yang akan diambil dalam 
proses bersamaan
pembentukan BLUD & Jadwal

Kunjungan studi tiru dan 
konsultasi ke Pemda yang AMP 
nya telah berbentuk BLUD

Kunjungan Konsultasi ke 
Jakarta Manajemen Asset 
Centre

Konsultasi ke Direktorat BLUD 
Kementerian Dalam Negeri

Konsultasi ke BPKP Provinsi 
Sumatera Selatan

Rapat tim untuk menyusun 
Perwali

Konsultasi ke Bagian Hukum 
Sekretariat Daerah tentang 
draft Perwali

Konsultasi dengan stakeholder 
terkait

Membuat jadwal, 
zoom, menyediakan 

sarana dan prasarana

Minggu ke 1 
Oktober 

Membutuhkan 
biaya dan waktu 

yang lebih banyak

WAKTU

(HARI)

Melaksanakan rapat 
dengan zoom

Minggu ke 1 s/d 
ke 3 Oktober

Minggu ke 1 s/d 
04 November

Membutuhkan 
biaya dan waktu 

yang lebih banyak

Membuat jadwal, 
zoom, menyediakan 

sarana dan prasarana, 
mengunjungi web 

pihak terkait

Sulit untuk 
bertatap muka 

langsung

Membuat jadwal, 
zoom, menyediakan 

sarana dan prasarana
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Tabel 6.
Rencana Aksi Proyek Perubahan Jangka Menengah

Tabel 7.
Rencana Aksi Proyek Perubahan Jangka Panjang
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E. Rencana Strategi Marketing 
Kemudian perlu diketahui pula di dalam proyek ini yang terlibat baik secara aktif maupun
tidak, yang memiliki pengaruh tetapi tidak memiliki kekuatan dan perlu juga dipetakan
kembali dalam diagram stakeholders berikut ini.

A. Identifikasi Sumber Daya Manusia Dan Stakeholders
    1.  Pembentukan Tim Efektif

Gambar 6
Susunan Tim Efektif Dalam Rancangan Proyek Perubahan

 

Untuk melaksanakan proyek perubahan, Project Leader dibantu oleh tim
efektif. Tim efektif ini dibentuk untuk melaksanakan proyek perubahan supaya
tugas-tugas yang bersifat kompleks dapat dilaksanakan dengan lebih efektif.
Susunan tim efektif dalam rancangan proyek perubahan ini adalah
sebagai berikut:
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 Tabel 7
 Susunan Tim Efektif Dalam Rancangan Proyek Perubahan

4. Tim Efektif

1. Mentor adalah Sekda 
Kota Palembang

 

2. Coach adalah 
Widyaiswara Utama

 

3. Project Leader adalah
Kepala Dinas PUPR

Memberikan bimbingan, arahan, dukungan dan
persetujuan, serta membantu menyelesaikan
hambatan pelaksanaan proyek perubahan ini.

Memberikan pembimbingan, arahan,dan petunjuk
serta motivasi kepada Project Leader dalam menyusun
rancangan proyek perubahan.

Memimpin proyek perubahan;
Mengarahkantimefektifdalamproses 
pelaksanaan proyek perubahan;
Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait;
Memastikan pentahapan berjalan dengan baik 
sesuai target capaian.

Melaksanakanpengelolaanadministrasi, data 
dukung, dan pengarsipan;
Dokumentasi dan pelaporan;
Memfasilitasi semua kegiatan yang ada;
Membuat pedoman dan panduan kegiatan;
Melakukan komunikasi dengan stakeholders,
Lembaga mitra dan para pihak yang mendukung
pelaksanaan proyek perubahan;
Mengidentifikasi peran masing-masing
Stakeholders.

Mengkoordinir hasil kegiatan dari semua pihak;
Pencarianinformasi,pelayananaspirasi,
penyelesaian masalah.
Mengumpulkan dokumen, informasi dan bahan 
publikasi seabgai materi diseminasi;
Menyebarkan informasi dan publikasi melalui 
berbagai media yang ada
Memastikan informasi sampai ke lini
sektor
Menyiapkan dan menyajikan data
Monitoring pelaksanaan tahapan
Melakukan evaluasi pelaksanaan setiap tahapan

�

�

�
�
 

�
�

�

�
�
�
�

�

�
�
�

�

�
�
�
�
�

5. Tim Teknis

URAIANPERAN
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Promotors, memiliki kepentingan besar terhadap proyek perubahan dan juga
kekuatan untuk membantu membuatnya berhasil (atau menggelincirkannya).
Promoters dengan (High Influence/High Interest), kita memperlakukan mereka
dengan respek karena dukungannya, jika positif maka perlu diperkuat dan
dilibatkan dalam pekerjaan yang akan dinikmatinya, jika gagasannya tidak
jalan, yakinkan bahwa mereka tahu mengapa, dan mencoba alternative yang
lebih baik, serta melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan.
Defenders, memiliki kepentingan pribadi dan dapat menyuarakan dukungannya
dalam komunitas, tetapi kekuat-annya kecil untuk mempengaruhi proyek
perubahan. Defender dengan (High Influence/ Low Interest), stakeholders ini
bisa sangat membantu jika dapat diyakinkan akan pentingnya proyek
perubahan, bagi kepentingan mereka sendiri atau untuk kebaikan yang lebih
besar, mereka perlu didekati dan diberi informasi, setiap kali perlu dilakukan
kontak dengan mereka, tunjukkan bagaimana proyek perubahan memiliki efek
positif terhadap isu yang menjadi perhatiannya
Latents, tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam proyek
perubahan, tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi proyek
perubahan jika mereka menjadi tertarik. Defenders, dengan memiliki (Low
Influence / High Interest), stakeholders katagori ini bisa sangat membantu jika
mereka tetap mendapat informasi, beri informasi apapun, melalui training,
mentoring, dan/atau dukungan yang diperlukan agar mereka tetap terlibat.

Identifikasi stakeholder diperlukan dalam rangka memetakan dukungan terhadap
keberhasilan proyek perubahan. Dalam pemetaan stakeholders dapat
dibedakan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu : 

2. Identifikasi Stakeholder

Apathetics, kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan, bahkan mungkin tidak
mengetahui adanya proyek perubahan. Apathetics, stakeholders yang masuk
kategori ini (Low Influence / Low Interest), mereka tidak peduli terhadap proyek
perubahan karena menjadi stakeholders secara kebetulan, sebaiknya tidak
mengganggu mereka, walaupun bisa tetap diberi informasi, menjaga semangat
mereka dengan memuji, merayakan, apresiasi kecil, dan secara terus menerus
mengingatkan pencapaian proyek perubahan.
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�

 Positif (+) : stakeholders memberikan dukungan
 Negatif (-) : stakeholders tidak memberi dukungan atau menentang 
 Netral (+/-) : stakeholders netral, tidak memberikan dukungan dan tidak menentang

B. Analisis Pengaruh Stakeholders
Setelah dilakukan pemetaan, lalu dilakukan analisis pengaruh dan kepentingan stakeholders.
Pembagian stakeholders ini didasarkan pada 2 (dua) hal yaitu tingkat pengaruh (influence) dan
tingkat kepentingan (interest) terhadap proyek perubahan yang akan dilakukan. 

Pembagian tersebut diklasifikasikan sebagai berikut:
1.
2.
3.

Tabel 8
Identifikasi Stakeholders

Jumlah: 3

PROMOTOR

Jumlah: 4

DEFENDERS LATENS

Jumlah: 3 Jumlah: 2

APATHETICS

�
�

 
�

Walikota 

Wakil 

Walikota 

Sekretaris 

Daerah 

Tim Efektif

Tim Teknis

BPKAD

Sekretariat Daerah 

KODIM 

POLRESTABES 

DPRD

Organisasi

kemasyarakatan

Media 

Berdasarkan tingkat pengaruhdan kepentingan terhadapproyek perubahan ini, maka
selanjutnya akan diketahui kelompok stakeholders berdasarkan besarnya pengaruh dan
kepentingan terhadap proyek  perubahan, dikategorikan dalam kelompok :
 

Promoters dengan (High Influence/High Interest), kita memperlakukan mereka  
 dengan respek karena dukungannya, jika positif maka perlu diperkuat dan dilibatkan
dalam pekerjaan yang akan dinikmatinya, jika gagasannya tidak jalan, yakinkan bahwa
mereka tahu mengapa, dan mencoba alternative yang lebih baik, serta melibatkan
mereka dalam pengambilan keputusan.

Promotors, memiliki kepentingan besar terhadap proyek perubahan dan juga
kekuatan untuk membantu membuatnya berhasil (atau menggelincirkannya). 
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Defenders, memiliki kepentingan pribadi dan dapat menyuarakan dukungannya
dalam komunitas, tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi proyek perubahan.

Latents, tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam proyek
perubahan, tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi proyek perubahan
jika mereka menjadi tertarik.

Defender dengan (High Influence/ Low Interest), stakeholders ini bisa sangat
membantu jika dapat diyakinkan akan pentingnya proyek perubahan, bagi
kepentingan mereka sendiri atau untuk kebaikan yang lebihbesar, mereka perlu
didekati dan diberi informasi, setiap kali perlu dilakukan kontak dengan mereka,
tunjukkan bagaimana proyek perubahan memiliki efek positif terhadap isu yang
menjadi perhatiannya

Latens dengan memiliki (Low Influence / High Interest), stakeholders katagori ini
bisa sangat membantu jika mereka tetap mendapat informasi, beri informasi
apapun, melalui training, mentoring, dan/atau dukungan yang diperlukan agar
mereka tetap terlibat.

Apathetics, kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan, bahkan mungkin tidak
mengetahui adanya proyek perubahan.

Apathetics, stakeholders yang masuk kategori ini (Low Influence / Low Interest),
mereka tidak peduli terhadap proyek perubahan karena menjadi stakeholders
secara kebetulan, sebaiknya tidak mengganggu mereka, walaupun bisa tetap diberi
informasi, menjaga semangat mereka dengan memuji, merayakan, apresiasi kecil,
dan secara terus menerus mengingatkan pencapaian proyek perubahan.
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Berdasarkan kategori tersebut maka klasifikasi stakeholders analisis stakeholders
dilakukan dengan menggunakan matriks/kuadran kelompok stakeholders
berdasarkan tingkat pengaruh (Influence) dan kepentingannya (Interest) adalah
sebagai berikut :

Gambar 7
Diagram Stakeholders

Stakeholder Dalam Proyek Perubahan
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MILESTONE STAKEHOLDER

2

TINGGI

RENDAH

T 
I 
N
G
G
I

LEGISLATIF
KODIM POLRES

WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA,  
SEKRETARIS DAERAH

LEMBAGA SWADAYA
MASYARAKAT, WARTAWAN

TIM EFEKTIF 

Latens

DefendersApathetics

Promotors

R
E 
N
D
A
H



 

C.Strategi Mobilisasi Stakeholders

Untuk mendukung pelaksanaan proyek perubahan perlu adanya upaya menggerakkan stakeholder
di masing-masing kuadran melalui teknik sebagainberikut:

2.

3.

4.

NO. 

1.

Latents

Defenders

Apathetics

KUADRAN

Promoters
UPAYA YANG DILAKUKAN

a.Meyakinkan bahwa proyek perubahan memang sangat dibutuhkan;
b.Memanfaatkan dukungan untuk melaksanakan seluruh tahapan
proyek perubahan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
c.Melakukan konsultasi dan meminta arahan kebijakan pada setiap 
tahapan proyek perubahan;
d.Selalu berkoordinasi dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan 
evaluasi kegiatan;
e.Meminta bantuan dalam menyelesaikan persoalan, kendala dan 
hambatan yang terjadi.

a.Melakukan komunikasi efektif untuk meyakinkan manfaat dari 
proyek perubahan ini;
b.Melakukan pendekatan dan koordinasi agar dapat terlibat 
dalam proses kegiatan;
c.Memberikan informasi secara kontinyu tentang
d.proyek perubahan yang akan dilakukan.

a.Memberikan informasi secara kontinyu tentang proyek 
perubahan yang akan di lakukan;
b.Melakukan pendekatan dan koordinasi agar dapat terlibat 
dalam proses kegiatan;
c.Melakukan komunikasi dan interaksi dalam
d.pelaksanaan proyek perubahan.
a.Memberikan pemahaman akan arti penting dan manfaat 
proyek perubahan;
b.Melakukan koordinasi dan memberikan informasi tentang 
pelaksanaan proyek perubahan dan hasilnya;
c.Memberikan motivasi agar ikut berkontribusi
d.terhadap kegiatan proyek perubahan.

Tabel 9
Kuadran Strategi Mobilisasi Stakeholders
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Mematuhi dan mentaati timeline yang sudah disusun dalam agenda; 
Melakukan mitigasi awal agar mengurangi resiko kegagalan pada project yang ada dan sedang
dijalankan;
Memastikan komunikasi secara intensif terus berjalan dan menjamin ketersediaan anggaran
serta sumberdaya aparatur yang memadai.

Mensinergikan jejaring
Menyusun business process untuk mensukseskan project ini perlu adanya dukungan dari para
stakeholders baik pemerintah maupun non pemerintah yang dapat berkontribusi aktif dalam
project ini
Menjaga komitmen untuk project ini berjalan lancar dan fokus

    1.. Waktu yang cukup pendekuntuk menggerakkan banyak lini/sektor;
    2.. Potensi revisi anggaran dan kurangnya sumber daya aparatur yang memadai.

 

Potensi kendala perlu diantisipasi agar keberhasilan pencapaian tujuan proyek perubahan
sesuai target waktu yang ditetapkan, antara lain :

1.
2.

3.

 

Perlu disiapkan juga beberapa strategi untuk mengatasi kendala atau masalah dalam
mengaplikasikan rancangan proyek perubahan ini antara lain adalah: 

1.
2.

3.

G. Faktor Kunci Keberhasilan 

F.  Identifikasi Potensi Kendala/Masalah Dan Rencana Solusinya
Dalam menjalankan milestone dan pentahapan, terdapat beberapa potensi kendala yang akan

menghambat kelancaran atau keberhasilan pencapaian target dan tujuan proyek perubahan antara

lain :
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Adanya komitmen bersama dan partisipasi aktif untuk melaksanakan rancangan proyek
perubahan dengan stakeholders.
Disahkannya Peraturan Walikota Palembang Tentang BLUD
Terlaksananya sosialisasi BLUD sesuai jadwal
Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki sebagai pengelola BLUD
Berjalannya BLUD secara mandiri dan professional

Ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan proyek perubahan meliputi:
1.

2.
3.
4.
5.

Ukuran Keberhasilan
   

1.



     2. Faktor Keberhasilan

 H. Pelaksanaan Capaian Kinerja Jangka Pendek
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untuk mencapai implementasi proyek perubahan jangka pendek, dilakukan beberapa kegiatan
dimulai dari pembentukan tim efektif sampai dengan pengundangan peraturan walikota
sebagaimana kegiatan pada lampiran laporan ini (halaman 29 sampai dengan halaman 76).

Tim efektif yang solid
Kompetensi sumberdaya manusia pengelola BLUD
Tersedianya sarana prasarana.
Tersedianya anggaran
Hubungan dengan stakeholder

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan project perubahan ini
adalah:

a.
b.
c.
d.
e.



S E N I N ,  3  O K T O B E R  2 0 2 2
RAPAT PEMBAHASAN 

PENYERAGAMAN PERSEPSI DAN PENGUATAN KOMITMEN 
TERHADAP PEMBENTUKAN BLUD

Rapat pembahasan dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang Kota Palembang (project leader) dengan peserta rapat , yaitu 
Sekretaris Dinas PUPR, Kepala Bidang DPUPR, Jafung DPUPR, BPKAD, Bagian Hukum, 
Bagian Ortala, Bagian Perekonomian serta tim teknis.

PELAKSAAN RAPAT

PEMBAHASAN RAPAT

Pembahasan perihal dasar dalam
pembentukan BLUD, yaitu Permendagri
79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan
Umum Daerah, alasan yang melatar
belakangi serta tujuan penyelenggaraan
BLUD bagi Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Palembang;
Pembahasan perihal gambaran umum
penyelenggaraan pengelolaan Asphalt
Mixing Plant dengan kondisi saat ini
serta Asphalt Mixing Plant dengan
skema BLUD;
Peserta rapat berkomitmen untuk
membentuk UPT Kecamatan Alang-
Alang Lebar yang ada pada saat ini
sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas
yang nantinya akan mengelola AMP
dengan skema BLUD melalui
Pengundangan Peraturan Walikota.

Rapat membahas hal-hal sebagai berikut,
diantaranya:

1.

2.

3.
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LAMPIRAN : IMPLEMENTASI  PROYEK PERUBAHAN 
JANGKA PENDEK 



UNDANGAN RAPAT
3 Oktober 2022 
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DAFTAR HADIR
P E S E R T A  R A P A T

3 Oktober 2022 
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NOTULEN RAPAT
3 Oktober 2022 
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Pada Hari Senin 3 Oktober 2022 
Pukul 10.30 WIB, telah dilakukan 
kegiatan bimbingan bersama 
Mentor Proyek Perubahan dalam hal 
ini adalah Sekretaris Daerah Kota 
Palembang. 

Pada Bimbingan ini, mentor telah 
menyetujui materi Proyek 
Perubahan serta menandatangani 
lembar komitmen. 

MENTORING  
PROYEK PERUBAHAN 

Senin, 3 Oktober 2022 



34



35



36

PERSETUJUAN MENTOR

22 September 2022 

RAPAT TIM EFEKTIF

Menghadap Sekretaris Daerah Kota Palembang untuk meminta 
kesediaan beliau sebagai mentor

RAPAT TIM EFEKTIF

Menghasilkan draft SK Walikota tentang Tim Teknis Penyusunan 
Dokumen Administratif UPTD dan atau BLUD AMP, Laboratorium dan 
Alat Berat. Pada tanggal 29 September 2022, draft tersebut 
ditandatangani walikota dan menjadi SK Walikota Palembang Nomor 
332 sebagaimana dimasukkan pada halaman berikut.

PENYAMPAIAN SURAT KEPUTUSAN TIM EFEKTIF
22 September 2022 
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23 September 2022 

Tim melaksanakan studi tiru ke Kabupaten Sleman

KUNJUNGAN KE DISPERKIM KAB. SLEMAN
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ASISTENSI ONLINE

27 September 2022
 

HASIL KONSULTASI
" Koreksi coach, agar cover dibuat semenarik mungkin. "

Konsultasi dan bimbingan dengan coach.
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03 Oktober 2022
 

BPKAD
Bagian Hukum Bagian Ortala
Bagian Perekonomian Sekretaris DPUPR Kabid DPUPR
Jafung DPUPR

Rapat dipimpin langsung oleh project leader dengan 
peserta:

Penyamaan Persepsi dan penguatan komitmen pengelolaan AMP 
dengan skema BLUD

RAPAT TIM TEKNIS DAN STAKEHOLDERS
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03 Oktober 2022
 

Sekda sebagai mentor setuju dengan materi RPP dan 
menandatangani lembar komitmen

KONSULTASI MENTOR
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06 Oktober 2022
 

Konsultasi tentang pembentukan BLUD ke Direktorat Jenderal Bina 
Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

KONSULTASI KE DIREKTORAT BUMD, BLUD & BMD
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OPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD harus
memiliki manfaat yaitu dapat dilakukan peningkatan pelayanan 
instansi pemerintah daerah kepada masyarakat dalam rangka 
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan 
bangsa; OPD dapat memperoleh fleksibilitas dalam pengelolaan 
keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dengan 
menerapkan praktek bisnis yang sehat; dapat dilakukan 
pengamanan asset negara yang dikelola oleh instansi terkait.
Untuk membuat BLUD harus memenuhi persyaratan administratif, 
teknis dan substantif.
Pembentukan BLUD tidak memberatkan APBD
BLUD tidak mencari keuntungan
BLUD dijalankan dengan prinsip efisien dan efektif
Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan 
kinerjanya disusun dan disajikan sebagailbagian yang tidak 
terpisahkan dari RKA serta laporan keuangan dan kinerja OPD 
induk
Proses pembentukan dan pelaksanaan BLUD harus sesuai dengan 
Permendagri No. 79 TAhun 2018. 
Pihak kementrian siap membantu Dinas PUPR Kota Palembang.

Hasil Konsultasi: 
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.
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19 Oktober 2022
 

RAPAT TIM UNTUK MEMBAHAS DRAFT PERWALI. 

Tim membahas tambahan atau perubahan isi perwali yang 
disesuaikan untuk menambahkan tugas pokok dan fungsi pada UPT 
Kecamatan Alang-Alang Lebar untuk mengelola AMP, Laboratorium 
dan alat-alat Berat. Berikut disampaikan juga Perwali yang lama 
sebagai dasar untuk melakukan perubahan.

RAPAT TIM EFEKTIF
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16 November 2022
 

Konsultasi ke Bagian Hukum Setda Kota Palembang. Pada tanggal ini,
Draft PERWALI untuk dinaikkan Ke BIRO ORGANISASI PROVINSI SUMSEL

KOORDINASI DENGAN BAGIAN HUKUM 
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18 November 2022
 

Hasil Konsultasi : Diminta untuk segera menyiapkan dokumen 
administrative, substantif dan teknis

Konsultasi ke BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

KOORDINASI DENGAN BPKP PERWAKILAN SUMSEL
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21 November 2022
 

Meminta rekomendasi dari Biro Organisasi SETDA provinsi Sumsel

Hasil konsultasi ke Biro Organisasi Provinsi Sumatera Selatan pada 
saat meminta rekomendasi, Biro meminta agar menambahkan 
keterangan dan penjelasan mengenai pentingnya penambahan 
tupoksi untuk UPTD Kecamatan Alang Alang Lebar. 

Hal ini akan dimasukkan dalam rekomendasi yang mereka berikan. 
Untuk itu project leader melalui Bagian hukum setda memberikan 
keterangan sebagai berikut.

HARMONISASI KE BIRO ORTALA 
SETDA PROV. SUMSEL
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PUPR memiliki aset berupa alat AMP dengan lahan yang luas, 

Laboratorium dan alat-alat berat yg belum di kelola secara 

optimal. 

Kondisi infrastruktur kota terutama jalan memerlukan 

pemeliharaan rutin dengan anggaran biaya yang tinggi. 

Pengelolaan dan pemanfaatan AMP selama ini sangat 

tergantung pada anggaran biaya Dinas PUPR ( APBD). Hal ini 

sangat membatasi produksi aspal sehingga AMP tidak bisa 

berproduksi secara optimal ( jauh di bawah kapasitasnya) 

Lokasi unit AMP dll berada di Kecamatan Alang Alang Lebar

Pengelolaan aset ini belum ada unit pengelolaan tersendiri 

sehingga untuk optimalisasinya dibutuhkan unit 

penanggungjawab tersendiri.

Latar belakang panambahan tupoksi pengelolaan AMP ke tupoksi 

UPTD Alang Alang Lebar:

1.

2.

3.

4.

5.
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21 November 2022
 

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui 
Biro organisasi memberikan rekomendasi seperti tercantum berikut:

HARMONISASI KE BIRO ORTALA 
SETDA PROV. SUMSEL



66



67

23 November 2022
 

Menyampaikan rekomendasi dari provinsi ke Bagian Hukum Setda 
Kota Palemban dan melakukan
penyesuaian sesuai rekomendasi yang didapat.

KONSULTASI KE BAGIAN HUKUM SETDA KOTA 
PALEMBANG
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PENYAMPAIAN PERWALI

1 Desember 2022.
 Peraturan Walikota diundangkan.
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BAB III
KESIMPULAN

 

A. Tata Kelola Proyek Perubahan
Proyek Perubahan merupakan suatu strategi yang diambil oleh project leader dengan tujuan
untuk melakukan perubahan dan perbaikan terhadap kinerja organisasi agar organisasi
menjadi lebih adaptif dan berkembang dalam menghadapi setiap dinamika atau perubahan
yang ada. Tata kelola merupakan rangkaian proses yang merencanakan, mempengaruhi,
mengarahkan, mengelola, dan mengontrol suatu proyek perubahan pada organisasi. Pihak-
pihak yang terlibat dalam tata kelola proyek perubahan ini adalah Mentor, Coach, Project
Leader dan Tim Efektif.

Tata kelola proyek perubahan merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan yang
diinginkan dalam proyek perubahan sekaligus untuk memberikan jaminan kelancaran
terlaksananya proyek perubahan. Tata kelola proyek perubahan berisi unsur-unsur yang
terlibat dalam proyek perubahan yang bertanggung jawab melaksanakan tugas yang telah
ditetapkan. Unsur- unsur yang terlibat dalam proyek perubahan ditempati oleh sumber daya
manusia yang memiliki kompetensi keahlian dan berpengaruh positif terhadap proyek
perubahan. Proyek perubahan dikelola dengan koordinasi yang intensif antara Mentor, Coach,
Project Leader dan Tim Efektif yang terbagi dalam Tim Pelaksana dan Tim Teknis Lainnya.

B. Pencapaian Output Jangka Pendek
 Project leader telah menyelesaikan milestone jangka pendek sesuai dengan apa yang telah
direncanakan dan ditetapkan. Hasil akhir dari tahap ini adalah mengundangkan Peraturan
Walikota Palembang Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2017
Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang Kota Palembang. Perwali ini diundangkan pada tanggal 1 Desember dengan
nomor 74. Pencapaian ini didapat dengan mulai menemukan ide pengelolaan AMP dengan
skema BLUD lalu mendapat persetujuan dari coach dan mentor. Setelah mendapat
persetujuan, langsung membentuk tim efektif untuk menyusun siapa-siapa saja yang terlibat
dalam proses pembentukan UPT BLUD yang akan menjadi cikal bakal terbentuknya BLUD.
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Konsultasi dan studi tiru ke Kabupaten Sleman sebagai kabupaten yang telah menerapkan
BLUD untuk mengelola AMP, alat berat dan laboratorium.
Melakukan rapat dengan tim teknis sesuai SK Walikota Nomor 332/KPTS/DPUPR/2022
tentang tim teknis penyusunan dokumen administrative unit pelaksana teknis daerah dan atau
badan layanan umum daerah, pengawasan, pengendalian infrastruktur dan pengelolaan
asphalt mixing plant, laboratorium dan alat berat pada dinas pekerjaan umum dan penataan
ruang kota Palembang. Rapat ini dilakukan untuk menyamakan persepsi dan penguatan
komitmen pengelolaan AMP dengan skema BLUD.
Konsultasi ke Direkotrat BUMD, BLUD, dan BMD Kementrian Dalam Negeri dengan hasil
sebagaimana terlampir dalam laporan proyek perubahan ini.
Konsultasi ke BPKP Perwakilan Sumatera Selatan yang intinya, PUPR diminta untu segera
menyiapkan dokumen administratif, substantif dan teknis sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Selain itu, BPKP siap dan bersedia apabila PUPR ingin melakukan asistensi.
Beberapa kali konsultasi ke Bagian Hukum Setda Kota Palembang mulai dari penyusunan SK
Walikota tentang Tim Teknis sampai terundangkannya Peraturan Walikota yang merupakan
target capaian output jangka pendek proyek perubahan ini.
Konsultasi dan harmonisasi ke Bagian Organisasi Setda Kota Palembang untuk membahas
perubahan perwali.
Konsultasi dan meminta rekomendasi dari Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan.
Setelah perwali diundangkan, pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 mengadakan focus
group discussion (FGD) tentang pengelolaan AMP dengan Skema BLUD.

 Project leader dan tim mulai melakukan kegiatan-kegiatan yaitu:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

C. Pencapaian Output Jangka Menengah dan Jangka Panjang

Setelah target jangka pendek tercapai, selanjutnya project leader akan segera menyusun dokumen
adminstratif, substantif dan teknis, mempersiapkan dan menyediakan anggaran untuk proses
pelaksanaan kegiatan pada tahap jangka menengah serta melakukan promosi dan kerjasama
dengan stakeholder terkait. Untuk Jangka panjang menjadikan AMP dengan skema BLUD hingga
menjadi mandiri dan profesional dengan cara peningkatan kompetensi sumber Daya Manusia 
 (SDM) serta melakukan strategi marketing yang efektif.

79



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang

Didirikan oleh Warga Negara Asing.

Bryman, A. (2004). Social Research Methods. Oxford: Oxford University

Cameron, K. S., & Quinn, R. E. (1999). Diagnosing and Changing Organizational Culture: Based

on the Competitive Values Framework. 

NY: Addison-Wesley Publishing Company.

Majchrzak, Ann (1984) Methods for Policy Research. SAGE Publication.

Miles, M. B. (1964). Innovation in Education. New York: Bureau of Publication.

Dr. Drs. Bahtiar Baharuddin, M.Si, “Peran Strategik Ormas Profesi (Sandiman) dalam

Pembangunan Demokrasi Indonesia”. Makalah disampaikan pada Forum Silaturahim Anggota

Ikatan Sandiman Indonesia, Jakarta, 14 Oktober 2010.

Jimly Asshiddiqie, “Penyelenggaraan Good Governance Dalam Rangka Penegakan Nilai-Nilai

Konstitusional UUD 1945”. Makalah disampaikan pada acara Wisuda Sementer Ganjil 2005

Universitas Indonusa Esa Unggul, Jakarta, 6 Oktober 2005

DAFTAR PUSTAKA

 

80



81

TERIMA KASIH

sigap

membangun

negeri


	final Proyek Perubahan_Akhmad Bastari .docx
	Evidence Final_Akhmad Bastari
	final Proyek Perubahan_Akhmad Bastari .docx
	Evidence Final_Akhmad Bastari

